PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 - 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata

kelola pemerintahan yang baik, professional,
berkarakter, berintegritas, bersinergitas, andal,
berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral,
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-
nilai dasar dan kode etik aparatur Negara, perlu
melakukan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-
2022;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4210);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011, tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
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14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

No ok

10.

Daerah adalah Provinsi Banten.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Banten.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Grand Design Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat GDRB adalah
rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi
nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang
mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta
kegiatan dalam rentang waktu tertentu.

Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah
bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang
disusun dan dilakukan setiap S5 (lima) tahun sekali dan merupakan
rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke
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11.

(1)

(2)

(1)

tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun
yang jelas;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah yang Penyusunannya Berpedoman Kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN).

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan
maksud sebagai petunjuk/arah dalam mengintegrasikan seluruh
rencana dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program/kegiatan
Perangkat Daerah.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan
tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien,
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
Pasal 3

Ruang lingkup RMRB Pemerintah Daerah, tersusun dalam bentuk
Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri
atas:
a. Ringkasan Eksekutif;
b. BAB I Pendahuluan;
1. Latar Belakang;
2. Tujuan Penyusunan Road Map;
3. Ruang Lingkup; dan
4. Dasar Hukum.
c. BAB II Gambaran Umum Birokrasi;
1. Kondisi Saat Ini; dan
2. Permasalahan Reformasi Birokrasi .
d. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi;
1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;
2. Sasaran Reformasi Birokrasi;
3. Program Reformasi Birokrasi; dan
4. Rencana Aksi.
e. BAB IV Monitoring dan Evaluasi; dan

-4 -



f. BAB V Penutup.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 April 2018
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010




